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DENGAN RAHMiAT TUHAN YANG NKMA ESA

%AI,IKGTA MATARAM,

bahama u,ntuk melaksan~ kete n t uan Pasal 12 ayat (3), Pasal
14 ayat (15). Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (3). Pasal 25 ayat
(3) dan Pasal 26 aya t (2 ) Peraturan Daerah Kofa Mataram
Nomor 5 TZLhun 202 1 tentang P RJW Rcstoran, m~ dl pan da n g

perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
bahama untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan
terhadap geny~ pm an B urat Pembentahuan P@ak Daerah

(SPTPD) yang dl~ palk a n oleh w'ajib pajak sesual pasal 6 ayat
(3) Peraturan Pexnerin~ Nox nor 91 Th un 2 010 ten~g j e n i s
Pajak I3aerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah A ta u Dib ayar S e n d ir i G l e h Wa j i b Pa j ak , pe r ] lu
dgaksanakan m e la iu ] sxstem xn formasx mmana] exnen Qelagoran

data transaksl usaha secaxa onLUle;
bahw'a b e r dasax'~ p cr tU H bangan s c b a g88xxlana d H n ak sud

huruf a dan h u ru f b , perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mataram
Nomox 8 Tahun 2013 ten tana Petumuk Pe iaksanaan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 5 T a hun 2 0 1 1 t entang Pajak
Res tox'an.

: l. U ndang-Undang Nomor 6 Tah u n 19 8 3 t e n t ang K e tentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Kembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan iLembaran Negara

Republik In donesia Nomor 32 62) s ebagaimana te lah d i ubah
beberapa. kali terakhir dengan Undang-Undang 28 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan U mu m d a n T a t a C ar a Peroaiakan
(Mmbaran Negara Republxk Indonesra Tahun 2007 Nomor 85
Tarnbahan Lembaran Negara RepubM Indonesia Nomor 4740);



2 Undane-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah T ingkat I I M ataram (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
s D b ' I A e s h o s ar n Ne ar D u L 1 o I + A

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tshun 2 004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Un dang-Undang N omor 9 Ta hu n 20 1 5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemermtahan D sar ah (Lembsran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cars
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 T shun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cars Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
Peraturan Pemerintsh Nomor 9 1 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atau D ibayar Sendir i O leh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Menteri deism Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daersh Kota Mataram (Lembaran Daersh Kota Matarsm Tahun
2008 Nomor 2 Seri D);
Peratursn Daerah Kota Matsram Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Pembentulmx Suet — m Organisasi Par i ng-" t Dace" h Rota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3
Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor
5 'I shun 2 008 t entang Pembentukan Susunan Organisasi
Pe ran gkat Dasrah K ota M ataram (Lembaran D aerah K ota
Mataram Tahun 2013 Nomor I Seri Dl:

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Matsram Tahun 2011
Nomor 4 Seri B);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN W ALIKOTA MATARAM N OM O R 8 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA M A TARAM NO M O R 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

RESTORAN.

Pasal I

B eberapa ketentuan deism Peraturan Wa)ikota Mataram Nomor 8
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ditambah
sc g ' CIBG~ '
1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka baru, yaitu angka

37, angka 38, angka 39, dan angka 40 yang berbunyi sebagai
b erikut :
37. Sistern informasi manajemen pelaporan data transaksi

usaha secara online, yaitu sistern pelaporan data transaksi
melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan
langsung enter sistern informasi data transaksi usaha
wajib pa jak dengan sistern i nformasi p ada D inas
Pendapatan se cara te r integrasi me lalu i j ar ingan
komunikasi data.

subsistem sa t u de ngan su bsistem la innya secara
terintegrasi melalui media internet.

memanfaatkan f asiTitas Si stern in formasi manajemen
pelaporan data transaksi usaha secara online.

pengawasan yang menyediakan basis data ates transaksi
yang terjadi peda Wajib pajak yang terintegrasi peda sistern
data transaksi restoran.

39. SPTPD-Ongne adalah penyampaian SPTPD dengan

38. Sistern Online adalah s ambungan l angsung antara

40. Media Pengawasan Onl ine ad alah sua tu sistern

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
b erikut :

Pasal 4
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan kegiatan usahanya

atau objek Pajak Restoran dengan menggunakan SPOPD
kepada Dinas Pendapatan paling lambat 30 ( t iga puluh)
hari sebelum kegiatan usaha dimulai.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dines Pendapatan.
(2) SPOPD sebagaimana dimaksud pads ayat (1), diambil oleh



('1)

(3)

(5)

(6)

SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib d iisi
dengan benar, j elas, lengkap dan d i tandatangani o leh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengsn melampirkan:
a. Fotocopy identitas dir i /penanggung jawab/penerima

kuasa (KTP, SIM, Paspor);
S - — + '-m u"ac - .

e . Sura t Kuas a apabila pemi l ik /pengelola
usaha/penanggung jawab berhalangan dengsn disertai
fotocopy KTP/ SIM/ Paspor dari pemberi kuasa; dan

d. menandatangsni surat pernyataan siap d i pasang)om
slat pendukung Sistern informasi manajemen pelaporan
data t r ansaksi u saha secara on l ine b erupa media
pengawasan online atau slat seienisnya.

Bagi Wajib Pajak y ang t elah m endaftarkan u sahanya
sebagaimana d imaksud p eda ay at ( 1) , Kep ala D inas
menetapkan NPWPD dan wajib pajak berhak menggunakan
Sistern informasi manajemen pelaporsn data transaksi
usaha secara online.
Bagi W ajib P ajak yan g ti dak mengirimkan S POPD
se~ a dimaksud pads ayat (4) make Kepala Dines
menetapkan NPWPD secara jabatan.
Bentuk d a n ta t a c era p enggunaan S istern i n formasi
numajetnen pelaporan data +- " .saksi uss.'m seem o n l ine
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
Bentuk dan isi SPOPD sebagaimana dimaksud peda ayat
(1) tercsntum deism Lampiran I yang merupakan bagian
t idak terpisahkan dari Peraturan Wallkota ini .

(T)

3. D iantara Pasal 5 dan Pasal 6 d isisipkan 1 (satu) Pasal baru
y almi Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)

(2)

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD secara sistern
online dengan menggunakan Sistern informasi manajemen
pelaporan data t rsnsaksi usaha secara on-line (SPTPD
Online)
Setiap Wsjib Pajak, wajib mengisi SPTPD-Online dengan
benar, jelas, lengkap dan dikirim secara online ke Dines
paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak.

SPTPD-Online sebagaimana d imaksud p eda ayat ( 1),
dianggap sudah d ik irim k e Dines j ika dddrim rnelalui
Sistern informasi msnajemen pelaporan data t ransaksi
usaha secara on l ine dan d i anggap sah j i k a s udsh
terbayar.

(3)



besarnya pajak yang disetorksn.

ou ter ror A c I ' s ' 1 a s co

(4) SPTPD-Online berisikan data omzet penerimaan bruto dan

(S) A p abila b a tes w ak t u p enysmpaian SPTPD O n l ine j a t uh
pads hari Hbur, maka batas waktu penyampaian SPTPD
Online jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

tidak disampaikan oleh Wajib Pajak ke Dinas diberikan
surat t eguran s ebagaimana m ekanisme SPTPD y ang
berlaku.

dengan Keputusan Kepala Dinas.
(7) Bentuk dan tata cars SPTPD-Online diatur lebih lanjut

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8
(1) Pajak Restoran dipungut dengan Sistern Self Assessment

yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, membayar dan melaporksn sendiri pajak
terutang yang seharusnya dibayar kepada Dinas.

dimaksud pada a yat ( 1 ) t ermasuk potongan d iskon
dan jatau cuma-cuma yang diberikan kepada tamu

(3) Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporksn sendiri
paiak yang terutang sebagaimana dimaksud pads ayat {1},
menggunakan SPTPD atau SPTPD-online.

(2) Jumlah pajak yang terutang yang dibayar sebsgaimana

restoran.

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipksn 1 (satu) Passl baru,
yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A
Untuk t ertibnya pembukuan d a n p emeriksaan, Restoran
diwajibkan untuk memiliki bentuk pengawasan khusus berupa
suatu sistern yang terintegrasi dengsn Sistern Informasi
Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha secara Online
yang berada pads Dines, yang berfungsi untuk melakukan
pengawasan dan pelaporan data trsnsaksi secara online kepada
Dines, berupa media pengawasan transaksi secara online yang
dapat digunakan sebagai sumber data pemeriksaan deism
pmses perpajaksn daerah.



Pasai II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundIangan
P eratur an Wal ikota i n i de n gan p e n empatannya d a lam B e r iita

Daerah Kota Matavam.

B itetapkan d i Ma ta ram

p ada tanggal 5 ' M < ~
IEIIIALII<QTA MATARAQ

, AHY A B B UH

Br'Qnclangkan cll Matar am

pad.a tanggal 5 49 <~%'~ae ~4

PIL SEKRETARIS DAERAH KQTA MATARA +~

NBI EKG SASWITG

EMERITA BAE~H KGTA MATA~ M TAHUN 20I6 NGMGR 2 f

Sa.linn.n sesuai venga.rr aslirrya.

KEPALA HAGIAN HUKUM,

MANSUR SH . MH
NIP.197012312002121035


